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A.Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan YangaMaba, yang
senantiasa harus dijaga karena dalam diri anakkatebarkat, martabat, dan hak-
hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggk Hsasi anak merupakan
bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termasakaoh Undang-Undang
Dasar 1945 dan Konvensi Perserikataan Bangsa-Bdegsmng Hak-Hak Anak.
Bertolak dari sisi kehidupan berbangsa dan beraggarak adalah masa depan
bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa,ggehgetiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpasisipdan berhak atas
pendidikan yang akan dibiayai oleh pemerintah.

Hak-hak anak diatur dalam beberapa peraturan pangadndangan, seperti
UUD 1945, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, séitd Nomor 23 tahun
2002 tentang Perlindungan anak. UUD 1945 mengaalr dnak dalam Bab
mengenai HAM, salah satunya pada pasal 28B ay&eiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, seraak atas perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedang UU Nom@rt&hun 1999 tentang
HAM, yang mengatur tentang hak anak secara khuspatriya pada bagian
kesepuluh. Hak anak pada bagian kesepuluh tergetarttumkan mulai pasal 52
sampai dengan pasal 66. Hak anak yang ada dalahpzesal tersebut mulai hak

anak atas perlindungan; hak anak untuk hidup, meatpmkan hidup, dan



meningkatkan taraf kehidupannya; hak anak untulbbddah menurut agamanya,;
hak anak untuk mengetahui orang tuanya; hak anakkumendapatkan
perlindungan hukum; hak anak untuk memperoleh g dan pengajaran;
serta hak anak untuk memperoleh pelayanan keselt@anjaminan sosial.
Sedangkan dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentanginBenigan Anak,

mengatur lebih terperinci mengenai hak-hak anakdibnesia. Hak anak dalam
undang-undang yang disebut terakhir tercantum fgada lll tentang hak dan
kewajiban anak.

Hak anak yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2@)2ebut hampir
sama dengan yang diatur dalam UU Nomor 39 tahur9.18@danya hanya
terdapat dalam 2 pasal saja, yaitu pasal 10 dal pasayat 2. Pasal 10 mengatur:
“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar petda@panenerima, mencari,
dan memberikan informasi sesuai dengan tingkatrdesan dan usianya demi
pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai #san dan kepatutan”,
sedang pasal 17 ayat 2 berbunyi mengatur: “Setiap yang menjadi korban atau
pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan rdehgkum berhak
dirahasiakan”.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang menggttang hak
anak, seharusnya membuat warga negaranya taaadan imntuk melaksanakan
peraturan-peraturan perundangan tersebut. Terlpbraturan ini menyangkut
tentang anak, khususnya tentang hak anak. Sudajadneahasia umum bahwa
segala hal yang menyangkut tentang anak merupakdagang sangat sensitif.

Pengakuan dan perlindungan hak anak itu sendigkshinakan mulai dari



lingkungan terdekat anak yaitu keluarga atau lédbihsusnya orang tua sebagai
tempat utama anak mendapatkan segala hal termakukshsi anak. Oleh karena
alasan tersebut, maka sebagai pihak yang utamabdgeran besar dalam
pelaksanaan hak anak sesuai dengan peraturan peginddangan, orang tua
harus menaati dan melaksanakan segala peraturandpegan dan sadar akan
perannya sebagai fasilitator perwujudan hak asask.aSelain memperhatikan
hak asasi anak, orang tua juga harus selalu meatpenh kewajiban anak, agar
terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban Keakimbangan antara hak
dan kewajiban anak merupakan perwujudan sekaliglakganaan peraturan
perundang-undangan.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah meskihsada jaminan hak
anak, tetapi masih terjadi pelanggaran hak anakydakasus pelanggaran hak
anak di Indonesia, seperti dikemukakan oleh Koiasional Perlindungan Anak
bahwa sepanjang tahun 2007, sebanyak 40,3 juta tefetk dilanggar haknya.
Pelanggaran tertinggi adalah hak anak dalam menemendidikan (33,9 juta),
hak jaminan kesehatan (3,2 juta), dan eksploitask &3,16 juta). Tingginya
pelanggaran hak anak karena ketidakmerataan aksedidijkan di daerah
terpencil dan kemiskinan. Data dari Komnas Perimgdun Anak menyebutkan
sepanjang tahun 2007 sebanyak 4.370.492 anak pakesdah SD, 18.296.332
anak putus sekolah SMP, dan 325.393 anak putudatelsdA. Sedangkan 11
juta anak sisanya buta huruf karena tidak sekdlampo Interaktif, 2009). Selain
itu sepanjang tahun 2012, Komnas Perlindungan Amekcatat terjadi 2.637

kasus kekerasan terhadap anak dan yang semakin uatmmiris, dari 2.637



kasus kekerasan tersebut, sebanyak 48 persen@® (dasus) adalah kekerasan
seksual (Kompas, 2014). Kasus-kasus tersebut madan bahwa meskipun hak
anak telah diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Unddagor 39 tahun 1999
mengenai HAM, akan tetapi pelaksanaan kewajiban tdaggungjawab dari
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dayaraeuntuk memberikan
pendidikan pada anak masih belum maksimal. Olebnkaitu, masih diperlukan
suatu undang-undang sebagai landasan yuridis le¢akganaan kewajiban, hak,
dan tanggungjawab tersebut. Kemudian muncul undadgng yang mengatur
tentang hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 TaR002 tentang
Perlindungan Anak. Dengan demikian, pembentukan amgdindang
perlindungan anak didasarkan pada pertimbangan dapelaksanaan dan
perwujudan hak anak merupakan bagian dari kegipganbangunan nasional,
khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsaetdaedara.

Uraian di atas menegaskan bahwa anak merupakaanbdgri generasi
muda sebagai salah satu sumber daya manusia yangpakan potensi dan
penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempidanan strategis dan
mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan penarirdan perlindungan dalam
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental danalsesicara utuh, serasi,
selaras dan seimbang serta perangkat hukum yaitg fedntap dan memadai.
Pemerintah sudah mengatur segala hak anak yang liaksanakan tanpa
terkecuali, akan tetapi masih saja banyak terjaiuk pelanggaran terhadap
pelaksanaan hak anak. Pemerintah telah melakukadaf@@n dan didapatkan

hasil bahwa diketahui banyak yang tidak melanjutisekolah salah satu



alasannya karena ekonomi dan minimnya kesadararyamaksit tentang arti
pentingnya pendidikan. Contoh konkritnya, misalngsjadi pada anak-anak
petani di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yangiianaya hancur terkena abu
vulkanik gunung Sinabung terancam putus sekolaha Patani tidak sanggup
membiayai sekolah setelah tanaman mengalami pusdedklit hutang modal
bertanam (Kompas, 2013). Kasus lainnya yaitu kadiugelurahan Gambut
Kabupaten Banjar, yang sebagian besar dihuni oletyanakat dari hulu sungai
yang bermatapencaharian sebagai petani. Keluralsanb@®@ Kabupaten Banjar
merupakan daerah pertanian yang subur, akan tetapih banyak ditemukan
anak-anak petani yang putus sekolah atau tidak nju¢kan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut disebabKearena bagi sebagian
masyarakat petani di Kelurahan Gambut, pendidikase#folah bukanlah hal
penting yang harus dinomor satukan, bahkan paragotaa yang berprofesi
sebagai petani banyak yang berpandangan bahwadgedidi sekolah belum
dapat atau tidak menjamin kesejahteraan kehidumardatang. Dilain pihak, para
petani tersebut berpendapat bahwa pendidikan taledn pernah memiliki
kemampuan untuk mempertahankan tradisi bertani teglay dijalani. Pandangan
terakhir para petani selalu beranggapan bahwa nrafsir tentang pendidikan
sangat mahal harganya, sehingga masyarakat yandugeh sehari-harinya
bertani sulit untuk mencapainya (Barada, 2008). il kasus-kasus tersebut
dapat disimpulkan bahwa masih banyak dijumpai gedéni yang putus sekolah.
Kasus yang dialami anak-anak petani yang tidak tdapanikmati

pendidikan seperti yang sudah diatur di dalam peaat perundang-undangan,



berbeda dengan anak-anak dari orang tua yang liespselain petani. Orang tua
berprofesi petani berlaku seperti itu karena k&pdhaman mereka mengenai
ketentuan hukum maupun peraturan yang ada. Ketdi@kpan tersebut

berdampak pada perlakuan mereka dalam memfasilit@si yang semestinya
diterima oleh anak-anaknya. Artinya profesi oramg tyang terkait dengan

luasnya pengetahuan akan berdampak pada perwupaianpelaksanaan hak
anaknya, termasuk pada anak dari orang tua besgpioéeani. Namun demikian,

jlka mengacu pada prinsip berlakunya aturan hukietjdaktahuan bukan

menjadi alasan seseorang untuk tidak melaksanagwntilan hukum. Karena
pada prinsipnya begitu aturan hukum ditetapkan nma&ayarakat terikat untuk

melaksanakan. Prinsip tersebut berlaku pula padagotua yang berprofesi

sebagai petani dalam melaksanakan peraturan hulangenai perlindungan hak-
hak anaknya. Tetapi kenyataannya sebagaimana slidiaikap pada uraian di

depan, banyak terjadi pelanggaran hak anak di kgdupetani. Oleh karena itu,
penulis tertarik meneliti tentang pemahaman daaateh hukum keluarga petani
di Dusun Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kauldaranganyar.

Meneliti tentang pemahaman dan ketaatan hukum aelédyagi penulis
sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kevesygi@an (PPKn) dan calon
guru PPKn. Relevansi tersebut dapat dilihat desi RPKn, yaitu menghindari
sistem pemerintahan otoriter yang memasung hakiwwakga negara untuk
menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam keh#&fup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara (Depdiknas, 2006). Sedmman dengan visi PPKn

juga relevan dengan misi PPKn, yaitu memfokuskasapaembentukan warga



negara yang mampu melaksanakan hak-hak dan kewajittak menjadi warga
negara Indonesia yang cerdas, terampil berkarajd®ig diamanatkan oleh
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (DepdiR0as).

Visi dan misi PPKn tersebut secara tegas menghamnapéra peserta didik
agar memiliki pemahaman dan ketaatan hukum, bail @auran hukum formal
maupun kebiasaan. Keinginan tersebut yang jugdasegengan visi dan misi
PPKn, yaitu adanya tujuan PPKn. Tujuan PPKn adalatuk memberikan
kompetensi sebagai berikut:

1. Berpikir  kritis, rasional, dan kreatif dalam mengagi isu

Kewarganegaraan.

2. Berpatrtisipasi secara cerdas dan tanggung jawata, Isertindak secara
sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsbedaegara.

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk neetol diri
berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indaraggmr dapat hidup
bersama dengan bangsa-bangsa lain.

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam paratunia secara
langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi kiamunikasi
(Depdiknas dalam Supandi, 2011).

Tujuan PPKn tersebut menguraikan lebih rinci tegtpamahaman dan ketaatan
hukum daripada yang diuraikan dalam visi maupuni BBKn. Tujuan PPKn
lebih menekankan pada pemberian kompetensi kepeskertp didik agar lebih
paham akan kewajiban serta haknya sebagai wargarayetebin memiliki
ketaatan hukum, baik hukum nasional maupun inte@nak serta diharapkan
peserta didik dapat berinteraksi dengan bangsashalagh dengan baik. Adanya
visi dan misi, serta tujuan PPKn menegaskan bahetaatan hukum harus
dipahami dan dilaksanakan dengan benar oleh waegara Indonesia tanpa

terkecuali, sehingga hal tersebut sangat relevdasgan penelitian yang akan

peneliti lakukan, yaitu mengenai pemahaman darakatehukum keluarga petani



di Dusun Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kavupatranganyar dalam
melaksanakan hak anaknya sesuai dengan peratutardpeg-undangan.
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukatedi anendorong penulis
untuk mengadakan penelitian guna meneliti impleasaritak anak pada keluarga
petani studi kasus implementasi Undang-undang Nso.tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak di Dusun Ngabean Desa Sroyo Katmamlaten Kabupaten

Karanganyar.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, malaaskan permasalahan
penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana pemahaman hak anak bagi keluarga petAosdn Ngabean Desa
Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tadi4?2
2. Bagaimana implementasi hak anak pada keluarga ipétddusun Ngabean
Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karangangan914?
3. Bagaimana kendala pelaksanaan hak anak pada kelypatgni di Dusun
Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten kangarglahun 20147
4. Bagaimana solusi mengatasi kendala pelaksanaanahak pada keluarga
petani di Dusun Ngabean Desa Sroyo Kecamatan J&@bupaten

Karanganyar Tahun 20147



C. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalakasli sekaligus agar
penelitian ini terarah dan terfokus dalam mengukguldata, maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman hak anak bagi rkglysetani di Dusun
Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten kargargrahun 2014.

2. Untuk mendeskripsikan implementasi hak anak patleakga petani di Dusun
Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten kargargrahun 2014.

3. Untuk mendeskripsikan kendala pelaksanaan hak pad& keluarga petani di
Dusun Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabuiatanganyar Tahun
2014.

4. Untuk mendeskripsikan solusi mengatasi kendalakpafeaan hak anak pada
keluarga petani di Dusun Ngabean Desa Sroyo Keeamidten Kabupaten

Karanganyar Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumglaa konseptual
mengenai implementasi hak anak pada keluarga petani
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refg@raintuk kegiatan

penelitian berikutnya yang sejenis.
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2. Manfaat Praktis
a. Manfaat bagi anak petani

1) Menambahkan pengetahuan mengenai hak-hak yangkiioddh anak
seperti diatur dalam berbagai peraturan perundadgngan.

2) Menumbuhkan kesadaran akan haknya, sehingga apak blerperan
untuk menyadarkan orang tua mengenai hak-hak yahgrgsnya
diterima anaknya.

b. Manfaat bagi petani

1) Untuk menambah wawasan petani tentang hak anakgmakang
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

2) Petani diharapkan dapat mengimplementasikan halk-amegknya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Manfaat bagi pemerintah

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masuknengenai
pelaksanaan hak anak guna pengambilan kebijakakaitteagar
pemahaman dan pelaksanaannya lebih baik.

2) Hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintahatldertindak sesuai
dengan tugasnya memberikan sosialisasi pada mé&ayaagar lebih
taat hukum, khususnya mengenai hak anak sebagaimb@ar@e hukum

yang berlaku.
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E. Daftar Istilah

Daftar istilah merupakan penjelasan judul, yangnibiddari kata-kata kunci

dalam judul penelitian. Adapun daftar istilah dalpenelitian ini adalah sebagai

berikut;

1. Implementasi, adalah “perluasan aktivitas yangigainenyesuaikan” (Browne

dan Wildavsky dalam Angreiny, 2012), atau “pelaksai (Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional, 2008:580). Jadilem@ntasi adalah

pelaksanaan dari aktivitas yang saling menyesuaikan

2. Hak Asasi Manusia, merupakan hak-hak dasar yangliklimleh manusia,

sesuai dengan kodratnya dan yang dibawa sejak (Blarmadi, 2010:88).
Disebutkan pula bahwa “Hak Asasi Manusia adalaterseykat hak yang
melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagaiukakuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihomaatidijunjung tinggi
oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap oramg #ehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia” (UU Notahun 1999 pasal 1).
Atau hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan g¥afaha Pencipta
sebagai hak yang kodrati (Effendi dalam Rosyada @Ki03:200). Dengan
demikian, hak asasi manusia adalah hak kodrati ydipgroleh manusia
sebagai anugerah Tuhan YME sejak lahir yang walibrchati dan dijunjung
tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setigmg demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

. Anak, merupakan keturunan yang kedua; manusia yaasjh kecil (Pusat

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008:5&ehbi pula sebagai
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orang dewasa dalam bentuk mini sehingga perlak@ang \diberikan oleh
lingkungan sama dengan perlakuan terhadap orangsge{uryanti, 2008:2).
Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungaak: “Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas),tédrmasuk anak yang
masih dalam kandungan” (pasal 1 ayat 1). Sedangumet/U Nomor 39
tahun 1999 tentang HAM: “Anak adalah setiap manyargy berusia di bawah
18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, tekrasak yang masih dalam
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kemmmirya” (pasal 1).
Berdasarkan beberapa rumusan di atas, maka yangkslich dengan anak
adalah manusia dewasa yang masih berusia di bavédtelapan belas) tahun
dan belum menikah, termasuk anak yang masih dindd&andungan yang
diperlakukan sama seperti pemberian perlakuan kepia@ohg dewasa.

4. Hak anak, adalah “hak anak adalah bagian dari baki ananusia yang wajib
dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tuagldarga, masyarakat,
pemerintah, dan negara” (UU No. 23 tahun 2002 phsajat 12). Atau “Hak
anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentipgarak itu diakui dan
dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandung@i No. 39 tahun
1999 pasal 52 ayat 2). Jadi hak anak adalah bdgiamak asasi manusia yang
diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam karghmserta dipenuhi oleh
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dgarae

5. Keluarga petani, pengertian keluarga adalah:

a. Suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sam
b. Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh hdatau

perkawinan
c. Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak
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d. Pasangan tanpa nikah yang mempunyai anak
e. Satu orang dengan beberapa anak (Paul B HoutorCHaster L
Hunt dalam Aziz, 2012).

Disebutkan pula bahwa keluarga merupakan kelompslalsyang memiliki
karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasakum@mi, dan terjadi proses
reproduksi (George Murdock dalam Lestari, 2012aBy “unit terkecil dalam
masyarakat yang terdiri dari suami, istri, ataunsustri dan anaknya, atau
ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau gaelsmdarah dalam garis
lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan deraja@d’k(UU No. 23 tahun
2002 pasal 1 ayat 3). Atau ibu bapak dengan anakrgm; seisi rumah; anak
bini; kaum kerabat (Pusat Bahasa Departemen Pé&adidNasional, 2008:721-
722). Petani adalah seseorang yang bergerak dingiddsnis pertanian
utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tamafameujuan untuk
menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padga, buah dan lain
lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dararhan tersebut untuk
digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada oraig (lVulianti, 2012).
Disebutkan pula “perseorangan dan/atau keluarggapg melakukan usaha
tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, pewvkeln, dan/atau peternakan”
(RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan PeBetjasarkan beberapa
rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa keluaeg@npadalah masyarakat
yang memiliki karakteristik tinggal bersama yangliie dari suami, istri, atau

suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya,ibtadan anaknya, atau

keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atabak@h sampai dengan
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derajad ketiga yang melakukan usaha tani di bidemgaman pangan,

hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.



